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Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (field research) yang berjudul 
“Praktek Manajemen Risiko Dalam Hadge Fund Di Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Syariah Sidoarjo Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia 
(PBI) Tentang Penerapan Manajemen Resiko . Skripsi ini bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimanakah praktek manajemen risiko yang terjadi di BRI Syariah 
Sidoarjo? Bagaimana dampak manajemen risiko dalam sistem Hedge Fund di BRI 
Syariah Sidoarjo? Bagaimana praktek manajemen risiko di BRI Syariah Sidoarjo 
menurut tinjauan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No. 
9/15/PBI/2007 tentang manajemen risiko? 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pejabat 
atau pegawai di Bank BRI Syariah Sidoarjo. Selanjutnya data yang diperoleh 
dianalisis dengan menggunakan deskriptif-analitis. Yaitu setelah penulis 
menggambarkan temuan dari bank BRI Syariah Sidoarjo secara sistematis maka akan 
dianalisis dengan metode induktif menurut klasifikasinya. 
Praktek manajemen risiko di bank BRI Syariah Sidoarjo penerapannya secara 
bertahap, risiko-risiko yang dihadapi oleh bank BRI Syariah Sidoarjo meliputi risiko 
operasional yaitu ketika terjadi kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan 
proses serta prosedur dalam suatu kegiatan, kedua adalah, risiko pembiayaan, pola 
yang dijalankan di Bank BRI Syariah Sidoarjo dengan menentukan persyaratan 
tertentu kepada nasabah,  sedangkan risiko terakhir yaitu risiko pasar, risiko jenis ini 
Bank BRI Syariah Sidoarjo tidak secara langsung menangani, sebab yang menangani 
adalah cabang utama. Dampak bagi Bank BRI Syari’ah Sidoarjo setelah menerapkan 
manajemen risiko dapat memperkuat kestabilan sistem keuangan dengan jalan 
mendorong pengembangan manajemen resiko dan kecukupan modal perbankan. 
Praktek Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen 
Risiko dalam sistem Hadge Fund di BRI Syariah Sidoarjo menurut hukum Islam 
adalah diperbolehkan. 
Diharapkan perbankan syariah lebih cermat dan teliti dalam menempatkan 
atau menyalurkan dananya baik dari resiko pasar, pembiayaan, ataupun operasional. 
Lebih-lebih praktek manajemen resiko yang sesuai kaidah Islam, menjadi sebuah 
tanggungjawab moral dan momentum kebangkitan perbankan syariah untuk bisa 
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A. Latar Belakang masalah 
Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, yang sudah pasti akan 
membutuhkan peran makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu dari 
sekian banyak kebutuhan manusia adalah tentang ekonomi. Secara singkat, 
ekonomi bisa diartikan tata laksana rumah tangga atau kepemilikan1. Tentu dalam 
perjalanannya ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, salah satu dari 
instrumen penting dalam ekonomi adalah perbankan. 
Bank sebagai lembaga intermediasi merupakan salah satu komponen utama 
yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, bank juga 
merupakan usaha yang selama ini banyak diterpa berbagai permasalahan dan 
termasuk bidang usaha yang paling sering diperbincangkan, serta dikaji dalam 
berbagai kesempatan. Sebagai lembaga keuangan yang sarat dengan regulasi, 
bank menjalankan bisnisnya dengan keharusan mengambil risiko agar bank dapat 
tumbuh secara berkesinambungan. 
Fokus utama bisnis perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi juga 
mengupayakan peningkatan nilai pemegang saham, dan nilai saham tergantung 
antara lain dari besaran earning share dan laba. Untuk menghasilkan laba paling 
tidak ada tiga hal yang perlu dilaksanakan oleh bank, yaitu : pertumbuhan usaha, 
                                                 







peningkatan efisiensi operasional, dan pelaksanaan risk management sesuai best 
practices.2 
Risk Management dari sudut pandang yang lain, merupakan sebuah 
keniscayaan, yang tidak mungkin dipisahkan dari sebuah aktivitas ekonomi, 
khususnya perbankan. Setiap pengambilan keputusan dalam perbankan wajib 
memiliki keberanian menetapkan keputusan terbaik berdasar kalkulasi risiko 
terkecil. 
Basel Capital Accord menyebutkan adanya tujuh jenis loss event yang 
perlu diwaspadai, yakni  Internal Fraud, External Fraud, Employment Practices 
And Workplace Safety, Clients, Product And Business Practices, Damages To 
Physical Assets, Business Disruption And System Failures, Execution, Delivery 
And Process Management3. 
Sebagai salah satu pilar sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi 
intermediasi dan pelayanan jasa keuangan, ataupun dari berbagai risiko yang ada, 
sektor perbankan jelas sangat memerlukan adanya sebuah distribusi risiko yang 
efisien. Tingkat efisiensi dalam distribusi risiko dan imbalan inilah yang nantinya 
akan menentukan alokasi sumber dana di dalam perekonomian. Oleh karena itu 
para bankir praktis mempunyai konsekuensi logis untuk bisa mengelola risiko 
secara efektif. 
                                                 
2 Masyhud Ali, Manajemen Risiko, h. 271 
3 DirektoratPenelitihan dan Penggaturan Perbankan,Implementasi Basel II Di Indonesia, 







Tuntutan pengelolaan risiko semakin besar dengan adanya penetapan 
standar-standar internasional oleh Bank for International Settlemants (BIS) dalam 
bentuk Basel I dan Basel II Accord. Perbankan Indonesia, khususnya perbankan 
syariah, mau tidak mau harus mulai masuk ke dalam era pengelolaan risiko secara 
terpadu (integrated risk management) dan pengawasan berbasis risiko (risk based 
supervision). Tapi hal ini bukan lah perkara mudah ketika diejahwantahkan dalam 
bentuk praktis, tentu akan membutuhkan investasi besar, baik dalam peningkatan 
sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komputasi di bidang 
risiko, atau pun pembangunan sistem internal pengelolaan risiko. 
Management risiko, merupakan bagian kecil dari sistem lindung nilai atau 
biasa di sebut Hedge Fund. Hedge Fund bisa didefinisikan sebagai sebuah 
lembaga keuangan atau manajer investasi yang mengelola sebuah portofolio 
secara agresif, yang menggunakan strategi investasi dengan kategori canggih 
seperti leveraged, posisi long, short, maupun derivatif baik dalam skala domestik 
maupun di pasar internasional dengan tujuan mendapatkan high return4 (jika 
dibandingkan dengan sebuah patokan tertentu). 
Secara hukum, hedge fund biasanya berbentuk sebagai kerjasama investasi 
swasta yang terbuka bagi sejumlah investor dan membutuhkan investasi awal 
yang sangat besar. Investasi di hedge fund biasanya tidak likuid karena seringkali 
                                                 







mereka mensyaratkan kepada investornya agar tidak menarik dana dalam waktu 
minimal satu tahun.  
Untuk memperkuat pengelolaan manajemen risiko, pada tahun 1988 BIS 
mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan the 
1988 accord (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran 
bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. 
Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan 
bank-bank untuk memisahkan eksposurnya kedalam kelas yang lebih luas, yang 
menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe 
yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki 
persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial 
pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing 
individu nasabah. Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang 
ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan 
yang ada pada the 1988 accord dengan mengeluarkan konsep permodalan baru 
yang lebih dikenal dengan Basel II. Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar the 
1988 accord  yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih 
sensitif terhadap risiko (risk sensitive) serta memberikan insentif terhadap 
peningkatan kualitas penerapan Manajemen Risiko di bank. Hal ini dicapai 







dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur 
yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional. 
Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem 
keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis 
risiko, supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel II 
disusun berdasarkan forward-looking approach yang memungkinkan untuk 
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk 
memastikan bahwa framework Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di 
pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko. 
Framework semacam inilah, ketika diberlakukan dalam perbankan syariah 
akan menimbulkan berbagai persoalan. Risiko pasar, dalam hal ini ketidak jelasan 
pasar uang, yang menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan fuqaha, akan 
menentukan hukum pemberlakuan basel II accord bagi perbankan syariah 












Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar permasalahan dalam 
pembahasan ini lebih sistematis, penulis merumuskannya dalam bentuk 
pertanyaan sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktek Manajemen Risiko di BRI Syariah Sidoarjo? 
2. Bagaimana dampak Manajemen Risiko dalam sistem Hedge Fund di BRI 
Syariah Sidoarjo?  
3. Bagaimana praktek Manajemen Risiko di BRI Syariah Sidoarjo menurut 
tinjauan hukum Islam dan Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No. 
9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko? 
 
C. Kajian Pustaka  
Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran 
“hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah 
dilakukan oleh peneliti sebelumnya”5, sehingga tidak ada pengulangan atau 
duplikasi. Pembahasan tentang Hedge Fund pernah ditulis oleh beberapa 
mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta tapi 
mereka pokok bahasannya lebih kearah insrumen derivatifnya. 
Sedangkan skripsi penulis yang berjudul “ Praktek Manajemen Risiko 
Dalam Hadge Fund Di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Sidoarjo 
Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tentang 
                                                 







Penerapan Manajemen Risiko” ini membahas satu item dari sistem lindung 
nilai (hedge fund) dari perbankan syariah dalam hal pengelolaan manajemen 
risiko yaitu tentang regulasi Basel II Accord. 
 
D. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang praktek Manajemen Risiko di BRI 
Syariah Sidoarjo. 
2. Untuk mengetahui dampak pemberlakuan PBI No. 9/15/2007 tentang 
Manajemen Risiko di BRI Syariah Sidoarjo. 
3. Untuk mengetahui keselarasan PBI  No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen 
Risiko dengan hukum Islam di BRI Syariah Sidoarjo. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam, khususnya 
di bidang Fiqih Mu’amalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-
pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan. 
2. Bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian berikutnya. 
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan ekonomi yang sesuai 







4. Mengetahui dan menetapkan status hukum dari Manajemen Risiko dalam 
sistem Hadge Fund di BRI Syariah Sidoarjo. 
 
F. Definisi Operasional 
Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi 
“Praktek Manajemen Risiko Dalam Hadge Fund Di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) Syariah Sidoarjo Menurut Hukum Islam Dan Peraturan 
Bank Indonesia (PBI) Tentang Penerapan Manajemen Risiko” maka 
penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut : 
1. Manajemen Risiko : Suatu konsep kerangka permodalan dalam 
perbankan yang dibuat untuk mengukur risiko 
kredit, risiko pasar dan risiko operasional 
2. Hedge Fund :  (dana cegah risiko) Istilah industri yang 
digunakan untuk menjelaskan beberapa reksa 
dana tertentu yang menggunakan teknik-
teknik cegah risiko/lindung nilai6. 
3.  Hukum Islam :  Hasil istinbat hukum para ulama’ yang 
tertuang dalam undang-undang Dewan 
Syariah Nasional (DSN). 
                                                 








G. Metode Penelitian 
1. Data Yang Dihimpun 
Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah : 
a. Mekanisme Manajemen Risiko Dalam Hadge Fund Di Bank 
Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Sidoarjo. 
b. Pendapat DSN tentang Manajemen Risiko dalam sistem Hadge 
Fund. 
 
2. Sumber Data  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang 
memfokuskan diri pada kasus yang terjadi di lapangan (BRI) dengan tetap 
merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun sumber-sumber dalam 
penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder. 







   Sumber data primer penelitian ini didapat dari data 
yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi 
langsung dalam penelitian ini, di antaranya: 7 
1) Respoden: Yaitu orang-orang yang memberikan pernyataan 
tentang sesuatu yang berkenaan langsung tentang manajemen 
risiko di bank BRI. Dalam hal ini respondennya adalah 
pegawai BRI.  
2) Informan: yaitu orang-orang yang memberikan keterangan atau 
pernyataan ataupun informasi tentang sesuatu yang berkenaan 
dengan pihak lain. Dalam hal ini, sebagai informan adalah 
orang-orang yang membidangi tentang manajemen risiko. 
b. Sumber Sekunder  
   Sumber data yang diperoleh dari sumber yang tidak 
langsung memberi informasi atau data tersebut. Dalam kaitan ini 
sumber data sekunder penelitian lapangan ini adalah buku-buku 
atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah  Manajemen 
Risiko di perbankan syariah, serta kaidah fikih dan wacana 
ekonomi Islam. 
 
                                                 







3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah : 
a. Pengamatan8 (observasi) Yaitu penulis dalam rangka 
memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara 
langsung kegiatan pemberian modal perbankan guna 
memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut. 
b. Wawancara (interview) Dalam mencari data, selain penulis 
menggunakan metode pengamatan, penulis juga menggunakan 
wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu para 
pejabat ataupun pegawai di BRI Syariah Sidoarjo dan BI 
Surabaya.9 
c. Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa 
dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini 
dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait 
dengan penelitian.  
 
4. Teknik Pengolahan Data  
                                                 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 145 







Setelah pengumpulan data yang diperoleh secara kualitatif, maka tahap 
berikutnya adalah teknik pengolahan data dengan tahap sebagai berikut: 
a. Pengolahan data secara editing, yaitu memeriksa kembali data 
yang diperoleh dari penerapan Manajemen Risiko dalam sistem 
hadge fund di bank BRI Syariah Sidoarjo, terutama dari segi 
kelengkapan dan kesesuaian antara data yang satu dengan yang 
lainnya. 
b. Pengolahan data secara organizing, menganalisa hasil 
kumpulan data guna memperoleh gambaran tentang penerapan 




5. Teknik Analisis Data 
a. Deskriptif, metode ini dipakai untuk menggambarkan permasalahan. 
Yaitu untuk menggambarkan fakta secara sistematis, faktual dan 
cermat. Dengan tujuan untuk menguraikan laporan secara teratur dan 
apa adanya untuk mengetahui secara menyeluruh terhadap praktek 







b. Induktif, metode ini dipakai untuk menganalisis data dari Bank BRI 
Syariah Sidoarjo berdasarkan kenyataan-kenyataan dari hasil riset 
kemudian diambil kesimpulan dengan acuan fatwa DSN. 
 
H. Sistematika Pembahasan 
BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II Kerangka teoritis atau landasan teori yang mendasari penelitian 
ini, dalam hal ini mencakup Manajemen Risiko, PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang 
Manajemen Risiko dan pandangan para ulama’ dan yang telah difatwakan DSN 
dalam hal ini fatwa DSN No : 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang Antar 
Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah. 
BAB III Menjelaskan tentang penyajian data empiris yang berhasil 
dihimpun dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yang terdiri dari 
gambaran umum lokasi penelitian, letak geografis BRI Syariah Sidoarjo, struktur 
organisasi BRI Syariah Sidoarjo dan tugas/wewenang pegawai BRI Syariah 
Sidoarjo. Kemudian penulis akan menjelaskan tentang Manajemen Risiko, 







Syariah Sidoarjo Menurut Hukum Islam Dan Peraturan Bank Indonesia Tentang 
Penerapan Manajemen. 
BAB IV Berisi tentang analisis hukum Islam terhadap Menejemen Risiko 
dan mekanisme Manajemen Risiko Dalam Hadge Fund Di Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) Syariah Sidoarjo. 
BAB V Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran bagi pihak-







MANAJEMEN RISIKO MENURUT FATWA DSN DAN PBI 
 
A. Manajemen Risiko 
1. Pengertian 
Bank, sebagaimana perusahaan yang lain yang menjalankan usaha 
dalam bentuk apapun, pasti akan di hadapkan dengan risiko. Risiko-risiko 
tersebut akan membawa dampak yang luas jika tidak dikelola dengan baik. 
Disinilah fungsi praktisi perbankan bisa memperkirakan dan menanggulangi 
semua risiko yang ada. 
Manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan 
mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar 
secara terarah1. 
Risiko secara lebih luas bisa diartikan, kemungkinan terjadinya 
sesuatu yang tidak diinginkan. Tetapi risiko dari sisi yang lain, sebetulnya 
bisa menjadi pembuka peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih 
besar2. 
Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah, pelaksanaan 
fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang 
dihadapi oleh bank, perusahaan atau kelompok-kelompok lain. Jadi secara 
                                                 
1 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, h. 225 





substantif, manajemen risiko adalah, sebuah kegiatan untuk merencanakan, 
mengorganisir, menyusun, memimpin dan mengawasi proses penanggulangan 
risiko3. 
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa, risiko selalu 
dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan. Yang 
akan menjadi acuan bagi praktisi perbankan untuk menentukan langkah-
langkah pencegahan. 
2. Peristiwa Yang Menyebabkan Timbulnya Risiko (risk event) 
Ada dua hal yang melatarbelakangi timbulnya risiko, yaitu, faktor 
internal dan faktor eksternal. 
Faktor internal disini adalah kejadian yang bersumber dari lembaga 
yang bersangkutan, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan 
prosedur dan lain-lain. Risiko semacam ini pada dasarnya bisa dicegah. 
Sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah kejadian 
yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari oleh perbankan. 
Seperti, bencana alam, kerusuhan, perang, krisis ekonomi lokal, krisis 
ekonomi regional, krisis ekonomi global, hingga efek domino dari masalah 
ekonomi yang ada di sebuah negara. 
                                                 





Berikut adalah tabel yang menunjukkan beberapa risk event yang 




Tahun Risk Event 
1986 Krisis hutang Amerika Latin 
1987 Bursa saham global hancur 
1989 Krisis pinjaman dan tabungan AS 
1990 Kehancuran junk bond 
1992 Krisis nilai tukar Eropa 
1994 Krisis tingkat suku bunga AS 
1995 Krisis hutang Amerika Latin 
1997 Krisis nilai tukar Asia 
1998 Krisis hedge fund, kredit dan default Rusia 
 
B. Klasifikasi Manajemen Risiko dalam Tinjauan PBI dan DSN 
Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, 
menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perbankan dengan 
tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi, karena itu 
perlu lebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan 
makna, cakupan yang luas dalam rangka proses memahami manajemen risiko 
                                                 





tersebut. Konsep risiko timbul karena adanya ketidakpastian. Ketidakpastian 
inilah yang menyebabkan timbulnya risiko. 
Adapun Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah diantaranya adalah: 
 
1. Risiko Pembiayaan 
Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan 
nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau disebut risiko kredit macet.5 
Risiko pembiayaan muncul karena bank dirugikan dengan tidak kembalinya 
modal pokok atau nisbah bagi hasilnya. 
Faktor penting penyebab risiko pembiayaan adalah terkait dengan 
produk-produk di dalam perbankan itu sendiri, misalnya pada produk yang 
berbasis Murabahah, Salam, Istisna’ dan Musyarokah. 
Beberapa risiko yang terjadi pada pembiayaan, dapat dipengaruhi oleh 
beberapa faktor:6 
a. Karakter jenis usaha yang bersangkutan, yang dapat berpengaruh pada 
tingkat penjualan dan harga jual barang/jasa. 
b. Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti manjamen, organisasi, 
pemasaran, teknis produksi yang dilakukan tidak secara professional 
sesuai standart pengelolaan yang disepakati antara nasabah dan bank. 
                                                 
5 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan, h.260 





c. Turunnya nilai jual kembali jaminan. 
d. Kelalaian nasabah terhadap bisnis yang di biayai bank. 
e. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam 
menjalankan bisnisnya tidak lagi sesuai dengan kesepakatan. 
f. Faktor negatif lainnya, misalnya terjadi pemogokan, tuntutan pihak lain 
atas jaminan, kondisi group usaha, permasalahan hukum dan sebagainya. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 14 telah dijelaskan 
bahwa:7 
Bank wajib memastikan pengamanan informasi dilaksanakan 
secara efektif dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai 
berikut: 
1) Pengamanan informasi ditujukan agar informasi yang dikelola terjaga 
kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan 
ketersediaannya (availability) secara efektif dan efisien dengan 
memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku; 
2) Pengamanan informasi dilakukan terhadap aspek teknologi, sumber 
daya manusia dan proses dalam penggunaan Teknologi Informasi; 
3) Pengamanan informasi mencakup pengelolaan aset bank yang terkait 
dengan informasi, kebijakan sumber daya manusia, pengamanan fisik, 
pengamanan akses, pengamanan operasional, dan aspek penggunaan 
Teknologi Informasi lainnya; 
4) Adanya manajemen penanganan insiden dalam pengamanan 
informasi; dan 
5) Pengamanan informasi diterapkan berdasarkan hasil penilaian 
terhadap risiko (risk assessment) pada informasi yang dimiliki Bank.  
Pasal 15 
1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif 
terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi. 
2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling kurang mencakup: 
a) Pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya pengendalian; 
b) Identifikasi dan penilaian risiko; 
c) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; 
                                                 





d) Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi; 
e) Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang dilakukan 
oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun 
pihak lainnya. 
3) Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung oleh 
teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi Bank yang 
memadai. 
4) Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang meliputi: 
a) Kegiatan pemantauan secara terus menerus; 
b) Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh; 
c) Perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi oleh 
satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern maupun pihak 
lainnya. 
 
Dalam fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang 
Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah:8 
a. Ketentuan Umum  Pasar Uang Antar bank Berdasarkan Prinsip 
Syari’ah 
a. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu 
pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga. Berdasarkan 
Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 278 
$ yγ •ƒr' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©!$# (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ u’Å+ t/ z⎯ ÏΒ (##θ t/ Ìh9$# 
β Î) Ο çFΖä. t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ •Β   
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika 
kamu orang-orang yang beriman.” 
                                                 





Dalam ayat ini Allah secara tersirat menegaskan bahwa sesuatu 
yang mengandung riba itu haram hukumnya, Islam 
memberikan jalan untuk orang-orang yang melakukan berbagai 
transaksi, baik itu jual beli atau pun hal lain yang sejenis, asal 
akad yang digunakan tidak bertentangan dengan syara’. 
2. Risiko Pasar 
Yang dimaksud dengan risiko pasar adalah risiko kerugian pada 
portofolio yang dimiliki oleh bank karena adanya pergerakan variable 
pasar  berupa suku bunga dan nilai tukar.9 Risiko pasar ini mencakup tiga 
hal, yaitu: 
a. Risiko tingkat suku bunga (interest rate risk) 
Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat 
dari fluktuasi tingkat suku bunga. Meskipun bank syariah tidak 
menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi 
pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko 
tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank 
syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap 
syariah. 
b. Risiko pertukaran uang (foreign exchange risk) 
                                                 





Risiko pertukaran mata uang adalah suatu konsekuensi 
sehubungan dengan pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap laba 
rugi bank. Meskipun aktifitas treasury syariah tidak terpengaruh oleh 
risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh 
melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak 
akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Mengingat 
bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka posisi seperti 
forward, swap dan option tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan 
adalah transaksi tunai (spot). 
c. Risiko likuiditas (liquidity risk) 
Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh 
ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya segera dan atau 
pada saat jatuh tempo. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 15 telah dijelaskan 
bahwa:10  
1) Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara 
efektif terhadap semua aspek penggunaan Teknologi Informasi. 
2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling kurang mencakup: 
a) Pengawasan oleh manajemen dan adanya budaya 
pengendalian; 
b) Identifikasi dan penilaian risiko; 
c) Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi; 
d) Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi; 
                                                 





e) Kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan, yang 
dilakukan oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit 
intern maupun pihak lainnya. 
3) Sistem informasi, sistem akuntansi dan sistem komunikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus didukung 
oleh teknologi, sumber daya manusia dan struktur organisasi 
Bank yang memadai. 
4) Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling kurang 
meliputi: 
a) Kegiatan pemantauan secara terus menerus; 
b) Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan 
menyeluruh; 
c) Perbaikan terhadap penyimpangan baik yang diidentifikasi 
oleh satuan kerja operasional, satuan kerja audit intern 
maupun pihak lainnya. 
 
Dalam Fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang 
Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah:11 
1. Pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang 
antar bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Menggunakan dasar 
Firman Allah SWT , QS. al-Maidah [5]: 1 
ﺎﻬﻳأَﺎﻳ ﻦﻳِﺬﱠﻟا اﻮﻨﻣﺁ اﻮﻓُوأَ ِدﻮﻘُﻌﻟْﺎِﺑ …  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah akad-akad itu…” 
Kata-kata akad disini adalah akad yang dibenarkan menurut syara’. 
                                                 





Begitu juga Hadis Nabi riwayat Muslim, al-Tirmizi, al-Nasa’i, Abu Daud, 
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang dengan lafad yang jelas bahwa 
dalam islam tidak dibenarkan segala bentuk penipuan. 
َﻧَﻬﻰ َرُﺳْﻮُل ِﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠﺻ ﻪّﻠﻟا ﻢﱠﻠﺳو ِﻪﻴﻠَﻋ َﻋْﻦَﺑ ْﻴِﻊ َﻐﻟاَﺮِر) ﻩاور  ﻢﻠﺴﻣ
يﺬﻣﺮﺘﻟاو ﻲﺋﺎﺴﻨﻟاو ﻮﺑأو دواد ﻦﺑاو ﺔﺟﺎﻣ ﻦﻋ ﺑأﺮﻳﺮه ﻲة( 
Artinya:“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar”. 
3. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko antara lain disebabkan oleh 
ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, prosedur, kontrol, 
sistim informasi, kesalahan manusiawi, kegagalan sistem atau adanya 
problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank yang bisa 
berakibat pada kerugian yang tidak diharapkan. 
Selain itu risiko operasional dapat diakibatkan juga karena: 
a. Adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau 
adanya persepsi negatif terhadap bank. 
b. Tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik internal 
ataupun eksternal. 
c. Adanya permasalahan dan Kurangnya exelent service yang 
diberikan kepada nasabah terhadap produk-produk yang disediakan. 





e. Adanya kelemahan aspek yuridis, seperti adanya tuntutan hukum, 
ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau 
kelemahan perikatan (perjanjian), seperti tidak dipenuhinya syarat 
keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak 
sempurna. 
Dalam Peraturan Bank Indonesia Pasal 2 telah dijelaskan 
bahwa:12 
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam 
penggunaan Teknologi Informasi. 
1) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
satu paling kurang mencakup: 
a) Pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi; 
b) Kecukupan kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi 
Informasi; 
c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan 
pengendalian risiko penggunaan Teknologi Informasi; dan 
d) Sistem pengendalian intern atas penggunaan Teknologi 
Informasi. 
2) Penerapan manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi 
dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak 
proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, 
pemeliharaan hingga penghentian dan penghapusan sumber daya 
Teknologi Informasi. 
Pasal 12  
Bank wajib mengidentifikasi dan memantau serta 
mengendalikan risiko yang terdapat pada aktivitas operasional 
Teknologi Informasi, pada jaringan komunikasi serta pada end user 
computing untuk memastikan efektifitas, efisiensi dan keamanan 
aktivitas tersebut antara lain dengan : 
a) Menerapkan pengendalian fisik dan lingkungan terhadap 
fasilitas Pusat Data (Data Center) dan Disaster Recovery 
Center; 
b) Menerapkan pengendalian hak akses secara memadai sesuai 
kewenangan yang ditetapkan; 
                                                 





c) Menerapkan pengendalian pada saat input, proses, dan output 
dari informasi; 
d) Memperhatikan risiko yang mungkin timbul dari ketergantungan 
Bank terhadap penggunaan jaringan komunikasi; 
e) Memastikan aspek desain dan pengoperasian dalam 
implementasi jaringan komunikasi sesuai dengan kebutuhan; 
f) Melakukan pemantauan kegiatan operasional Teknologi 
Informasi termasuk adanya audit trail; 
g) Melakukan pemantauan penggunaan aplikasi yang 
dikembangkan atau diadakan oleh satuan kerja di luar satuan 
kerja Teknologi Informasi. 
Bagi Bank yang memiliki unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha 
berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki sistem yang dapat 
menghasilkan laporan yang terpisah bagi kegiatan usaha Bank 
berdasarkan prinsip syariah. 
 
Dalam fatwa DSN No: 37/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Uang 
Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah13 menerangkan tentang aturan-
aturan yang wajib dilakukan oleh bank berkaitan dengan akad-akad dalam 
transaksi. Adapun akad-akad yang diperbolehkan adalah Mudharabah 
(Muqaradhah)/ Qiradh, Musyarakah, Qardh, Wadi’ah, Al-Sharf 
Dari tiga kategori risiko diatas bisa diambil satu kesimpulan, 
bahwa, regulasi penerapan manajemen risiko bagi perbankan, meliputi 
berbagai aspek risiko yang ada di masing-masing bank. Bank Indonesia 
sebagai Bank Sentral, menganggap bahwa keberadaan manajemen risiko 
di dunia perbankan sangatlah penting. Hanya saja, khusus untuk 
perbankan syariah, akad yang dipergunakan harus menyesuaikan dengan 
karakter yang ada didalamnya.  
                                                 







MEKANISME MANAJEMEN RISIKO DI BRI SYARI’AH SIDOARJO 
 
A. Gambaran Umum Bank BRI Syari’ah Sidoarjo 
1. Letak Geografis 
  Bank BRI Syariah Sidoarjo berada di Jalan Jenggolo No. 84 Sidoarjo, depan Bank 
BNI Sidoarjo sebelah utara alun-alun Sidoarjo dan sebelah selatan SMA 1 Sidoarjo. 









3. Tugas Dan Wewenang1  
a. Pimpinan cabang 
1) Mengurus seluruh kegiatan BRI KCP Syari’ah Sidoarjo, dalam arti seluas-luasnya 
dan ketentuan bank. 
2) Mengkoordinir, mengawasi, mengarahkan serta membina semua kegiatan 
personal pada bagian teller dan bagian pembukuan. 
                                                 


















3) Melaksanakan semua peraturan-peraturan, ketentuan dan prosedur yang 
digariskan oleh Manajemen dan Bank Indonesia. 
4) Memonitor semua kegiatan operasional bank. 
5) Meneliti hasil kerja rutin bagian operasional sebelum diajukan pada tingkat atas. 
6) Mengkoordinir pembuatan neraca harian dan rugi laba bulanan maupun perincian 
pendapatan dan biaya. 
7) Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas bagian umum. 
8) Menetapkan tata tertib dan pedoman kerja pegawai serta mengusahakan 
kesejahteraan pegawai meliputi: gaji dan peraturan tunjangan menurut 
kemampuan bank dan peraturan perundangan yang berlaku. 
9) Membimbing dan membina serta mengarahkan para pegawai ke arah peningkatan 
tugas pekerjaan untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin. 
10) Memutuskan dan mempertimbangkan langkah-langkah penertiban segala macam 
pengeluaran, pembiayaan dengan melakukan penghematan di segala bidang 
dengan tujuan untuk mencapai keuntungan sebagaimana layaknya perusahaan.   
b. Account Officer (AO) 
1) Memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi 
debitur. 
2) Membuat struktur dana dan alokasi dana dari dana mobilisasi tersebut untuk 
memenuhi permohonan yang masuk. 
3) Selanjutnya membina debitur tersebut agar memenuhi kesanggupannya terutama 
dalam pembayaran kembali pinjamannya juga menyelesaikan kasus atau masalah 







perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan jadi masalah, sehingga sejauh 
mungkin dihindari dengan cara priventif. 
c. Unit pelayanan nasabah (customer servis) 
1) Memberikan informasi kepada nasabah/calon nasabah mengenai produk Syari’ah 
BRI guna menunjang pemasaran produk Syari’ah BRI.  
2) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pembiayaan bagi 
nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 
nasabah. 
3) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan 
(diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memberikan pelayanan 
yang memuaskan kepada nasabah. 
4) Memberikan pelayanan khusus kepada nasabah inti yang memerlukan (seperti 
mengantarkan atau menjemput uang ke tempat tinggal/usaha nasabah) guna 
memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. 
5) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI 
guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah. 
6) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan 
kepada pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan yang memuaskan 
kepada nasabah. 
7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan dalam rangka 
menunjang kepentingan bisnis dan operasional Kanca Syari’ah diantaranya adalah 







8) Menindaklanjuti terhadap mutasi rekening secara periodik untuk mengidentifikasi 
kemungkinan adanya mutasi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, khususnya 
terhadap rekening nasabah resiko tinggi diperlukan pemantauan yang lebih 
intensif. 
9) Meneliti terhadap setiap mutasi tunai dan non tunai pada saat transaksi tersebut 
dilakukan untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak sesuai dengan 
profil nasabah. 
10) Menindaklanjuti atas pelaporan transaksi walk-in customer maupun transaksi 
mencurigakan kepada internal BRI maupun kepada PPATK sesuai dengan 
ketentuan. 
11) Bersama atasan bertanggung jawab terhadap penata usahaan dokumen hasil 
pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi baik yang dilaporkan maupun 
yang tidak dilaporkan ke PPATK. 
12) Meneliti dan menindak lanjuti atas pengkinian data yang belum lengkap dan atau 
bila terjadi perubahan. 
d. Teller 
1) Melakukan tambahan kas agar kelancaran pelayanan kepada nasabah dapat 
berjalan dengan baik dan memuaskan. 
2) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya 
guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima. 
3) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari 







4) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima guna memastikan kebenaran dan 
keamanan transaksi. 
5) Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada Supervisor /AMO baik selama jam 
pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga. 
6) Melakukan pergeseran kas antar Teller yang memerlukan demi kelancaran 
pelayanan. 
7) Membayarkan biaya-biaya Utang, realisasi pembiayaan dan transaksi lainnya, 
yang kwitansinya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang guna kelancaran 
operasional kantor cabang syari’ah. 
8) Melayani transaksi jual beli Bank Note agar pelayanan kepada nasabah berjalan 
dengan baik. 
9) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan 
dari nasabah /CS guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi. 
10) Membukukan transaksi OB, kliring dan nota kredit/nota debet sesuai ketentuan 
guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi. 
11) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain sesuai dengan intruksi dari atasan dalam 
rangka menunjang kepentingan bisnis dan operasional Kanca Syari’ah. 
12) Bersama CS meneliti atas kebenaran pengisian form CIF kelengkapan data 
nasabah yang telah di Up Date oleh CS bagi nasabah yang akan membuka 
rekening. 
13) Meneliti menindaklanjuti terhadap mutasi rekening secara periodik untuk 








14) Menindaklanjuti atas pelaporan transaksi walk-in customer maupun transaksi 
mencurigakan kepada internal BRI maupun kepada PPATK sesuai dengan 
ketentuan. 
15) Bersama atasan bertanggung jawab terhadap penatausahaan dokumen hasil 
pemantauan dan evaluasi rekening dan transaksi baik yang dilaporkan maupun 
yang tidak dilaporkan ke PPATK. 
16) Meneliti dan menindaklanjuti atas pengkinian data yang belum lengkap dan atau 
bila terjadi perubahan. 
 
B. Evolusi Manajemen Risiko 
Pada era 1970-1980 (liberalisasi keuangan), yang mana pada waktu itu regulasi 
keuangan terfokus pada, Pertama, pemberian izin untuk mendirikan lembaga keuangan. 
Kedua, pembatasan tentang segala sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dari aktivitas setiap 
institusi keuangan. Ketiga, devinisi dari rasio-rasio pada neraca dan persyaratan giro wajib 
minimum atau menjaga tingkat aktiva yang harus disediakan dalam obligasi pemerintah. 
Para praktisi perbankan kala itu, menganggap regulasi perbankan sangat normatif, 
sebab lebih ditekankan tentang boleh dan tidak nya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga 
keuangan. Lebih-lebih regulasi yang menempatkan otoritas bank sentral sebagai pintu 
terakhir dari masalah-masalah yang terjadi di lembaga keuangan2. 
Perkembangan yang sangat cepat dalam pasar, sebagai akibat liberalisasi keuangan, 
akan semakin memperlemah posisi Bank Sentral. Meski jaring pengaman Bank Sentral telah 
disediakan, namun, ketika semua perbankan menyandarkan setiap masalah yang terjadi, jelas 
tidak mencukupi. Contoh sederhananya, karena semua Bank Devisa menyandarkan kepada 








Bank Sentral, ketika terjadi krisis secara bersamaan dan berkesinambungan maka akan 
bangkrut. 
Berangkat dari pemahaman semacam inilah, komite basel (The Basel Committee) 
untuk pengawasan bank dicetuskan pada tahun 1974. Komite ini terdiri dari gubernur Bank 
Sentral dari sepuluh negara (Amerika, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, 
Kanada, Perancis, Swedia dan Swiss), selanjutnya ditambah dua negara lagi, yaitu, Spanyol 
dan Luxembourg. Sedang Basel diambil dari nama kota di Swiss, tempat para gubernur Bank 
Sentral tersebut berkumpul. 
Ketetapan pertama mereka adalah metodologi yang dibakukan dalam penghitungan 
“modal berdasarkan risiko” dari suatu bank yang harus disediakan. Kesepakatan inilah yang 
kemudian terkenal dengan istilah Basel Accord I pada tahun 1988.  
Lebih dari satu dekade kemudian, evolusi perbankan di seluruh dunia dan kenyataan 
bahwa cara terbaik untuk menghitung, mengelola dan memitigasi risiko berbeda untuk 
masing-masing bank menyebabkan komite Basel berinisiatif untuk merevisi Basel Accord I 
1988. Proposal pertama dikeluarkan pada tahun 1999, dan diharapkan dapat diterapkan pada 
akhir tahun 2006, revisi Basel Accord I adalah suatu kesepakatan menyeluruh yang 
menetapkan suatu spektrum pendekatan yang lebih sensitif terhadap risiko dalam persyaratan 
perhitungan modal minimum bank, menyediakan proses review dalam rangka pengawasan 
bagi bank dalam menjaga tingkat permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka dan 
mendorong disiplin pasar dengan mempersyaratkan pengungkapan informasi yang terkait. 
Permodalan bagi bank berfungsi sebagai penyangga terhadap  kemungkinan 







menjaga kepercayaan terhadap aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai 
lembaga intermediasi atas dana yang diterima dari nasabah.   
Salah satu tugas dari Bank Sentral memberikan aturan mengenai modal (Regulatory 
Capital). Aturan yang dimaksud adalah modal yang dipersyaratkan oleh otoritas pengawas 
untuk disiapkan dalam rangka mengatasi kerugian potensial. Persyaratan  Regulatory Capital  
merupakan salah satu komponen utama dari pengawasan bank yang  tercermin dalam definisi 
modal regulatory dan rasio kecukupan modal (CAR)3. 
Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang 
timbul dari aktivitas yang dilakukan. Rasio  regulatory yang sudah dikenal adalah rasio 
minimum sebesar 8%. Hal ini menghubungkan modal bank dengan bobot risiko dari aset 













             
 
 
Framework kecukupan permodalan yang baru pada Manajemen Risiko lebih fleksibel 
dengan memberikan sejumlah pendekatan yang sensitif terhadap risiko dan insentif bagi 
                                                 







penerapan manajemen risiko yang lebih baik. Dalam Manajemen Risiko, bank diminta untuk 
mengalokasikan modal yang lebih kecil untuk counterparty yang memiliki peringkat lebih 
tinggi dan modal yang lebih besar untuk yang lebih berisiko. Framework tersebut disusun 
















1. Pilar Pertama 
Bank BRI diharuskan untuk mengkalkulasikan modal minimum untuk Risiko 
Pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. 
a) Risiko Pembiayaan dihitung dengan 
1) Pendekatan standart (the standardized approach) berdasarkan pendekatan ini, 
bank menggunakan daftar pembobotan risiko dalam perhitungan Risiko 
Pembiayaan dari aset-aset bank. Pembobotan risiko dikaitkan dengan peringkat 
yang diberikan kepada pemerintah, lembaga keuangan dan perusahaan oleh 
lembaga pemeringkat eksternal. 
2) Pendekatan berdasar pemeringkat internal (the internal rating-based approach) 







mereka terhadap counterparty dan eksposur yang dimiliki yang memungkinkan 
pembedaan risiko yang lebih rinci dari berbagai eksposur sehingga menghasilkan 
tingkat permodalan yang lebih sesuai dengan tingkatan risiko yang dihadapi. 
b) Risiko pasar dihitung dengan 
1) Pendekatan standart (the standardized approach) mengadopsi pendekatan 
‘‘building bock’’ untuk transaksi yang terkait dengan suku bunga dan instrumen 
ekuitas yang membedakan persyaratan modal (beban modal) untuk risiko spesifik 
dari risiko pasar yang umum. 
2) Pendekatan model internal (the internal model approach) memungkinkan bank 
menggunakan metode yang dikembangkannya sendiri yang harus memenuhi 
kriteria kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan Basel Committee dan mengacu 
pada persetujuan dari otoritas pengawas. 
c) Risiko operasional dihitung dengan 
1) Pendekatan indikator dasar (the basic indicator approach), yaitu menetapkan 
beban modal untuk risiko operasional sebesar persentase tertentu (disebut ‘‘alpha 
factor’’) dari gross income yang digunakan sebagai perkiraan terhadap eksposur 
risiko bank. Dalam pendekatan ini, modal yang harus dialokasikan bank terhadap 
kerugian yang berasal dari risiko operasional sama dengan persentase tertentu dari 
rata -rata gross income tahunan selama periode tiga tahun. 
2) Pendekatan standart (the standardized approach) yaitu mempersyaratkan suatu 
institusi untuk memisahkan kegiatannya menjadi delapan lini bisnis standar, 
sebagai contoh perbankan retail, pembiayaan korporasi, dan lain-lainnya. Beban 







untuk masing-masing lini bisnis tersebut dengan suatu angka (disebut ‘‘beta’’) 
yang ditetapkan untuk masing-masing lini bisnis. Angka beta akan berbeda untuk 
masing-masing lini bisnis. 
3) Pendekatan pengukuran lanjutan (the advanced measurement approach) dalam 
pendekatan ini, perhitungan kebutuhan modal akan sama dengan pengukuran 
risiko yang dihasilkan dari sistem pengukuran risiko operasional yang digunakan 
secara internal oleh bank. Bank harus memenuhi kriteria kualitatif dan kuantitatif 
sebagaimana ditetapkan dalam Basel II dan harus disetujui oleh pengawas. 
 
2. Pilar Kedua 
Merupakan proses tinjauan berdasar regulasi (supervisory review) untuk 
diformalkan berdasarkan praktek terbaik (best practie) yang berlangsung untuk 
membentuk standar minimum yang hanya dapat di adaptasi berdasar Bank by Bank basis. 
Pilar dua ini mencakup tinjauan pengawasan yang dirancang untuk fokus terhadap 
: 
a) Berbagai persyaratan modal diatas tingkat minimum yang dihitung pada pilar satu. 
b) Tindakan awal yang perlu dilakukan untuk menghadapi emerging risk. 
Pilar dua mengandung tiga unsur utama, yang merupakan penyempurnaan dari 
pilar satu, yaitu : 
a) Risiko konsentrasi kredit yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya pada pilar satu. 
Risiko ini terkait dengan kredit yang diberikan bank, apakah terpusat pada satu 







b) Risiko suku bunga pada buku bank, risiko ini berkaitan dengan pengaruh suku bunga 
terhadap aktiva produktif serta kewajiban bank. 
c) Risiko-risiko lain, seperti risiko reputasi, risiko bisnis, risiko strategis, serta risiko 
yang mungkin timbul dalam perjalanan bank. 
Aspek paling penting dalam pilar dua ini adalah menilai kepatuhan dengan 
standart minimum yang ditetapkan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal 
minimum (KPMM) pada pilar satu. 
 
3. Pilar Ketiga 
Pilar ke tiga merupakan pilar disiplin pasar. BIS mendefinisikan disiplin pasar 
sebagai mekanisme pengelolaan internal dan eksternal di ekonomi pasar bebas yang 
meniadakan intervensi dari pihak mana pun. 
Pilar tiga mencakup tentang keterbukaan kepada publik oleh Bank, ini di rancang 
untuk membantu para pemegang saham dan analis pasar, serta membawa sebuah Bank 




C. Mekanisme Tiga Pilar Basel Di Dalam Manajemen Risiko Di BRI Syari’ah 
1. Pilar Satu 
a) Risiko Pembiayaan 
Risiko Pembiayaan adalah, risiko kerugian yang diderita bank, terkait 







peminjam (counterparty) tidak mau atau tidak dapat memenuhi kewajiban-
kewajibannya kepada bank. Secara sederhana, Risiko Pembiayaan adalah 
risiko kerugian pada bank, disebabkan oleh nasabah yang tidak 
mengembalikan pinjamannya4. 
Pinjaman disini yang dimaksud adalah, aktiva produktif pada Bank 
BRI Syari’ah Sidoarjo, yaitu dana bank yang dialokasikan kepada seseorang 
atau pihak-pihak lain, yang mana dari dana pinjaman tersebut, peminjam 
wajib mengembalikan pokok pinjaman ditambah bagi hasil atau bentuk 
investasi lain, pada waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan. 
Dari sudut pandang yang lain, bank atau dalam usaha manapun, pasti 
akan sepakat dalam upaya mencegah Risiko Pembiayaan. Yang dilakukan 
Bank BRI Syari’ah Sidoarjo untuk mencegah hal itu adalah dengan analisis 
kredit (credit appraisal techniques). Hal ini dilakukan untuk memastikan unit 
usaha yang akan di biayai mampu melunasi hutang beserta bagi hasilnya pada 
waktu yang disepakati. 
Risiko Pembiayaan dilihat dari pihak peminjam (counterparty) 
dibedakan menjadi tiga kelompok. Pertama, Risiko Pembiayaan pemerintahan 
(sovereign credit risk). Kedua, Risiko Pembiayaan korporat (corporate credit 
risk). Ketiga, Risiko Pembiayaan konsumen (retail customer credit risk)5. 
Risiko Pembiayaan yang timbul karena adanya kemungkinan pinjaman 
dari bank atau pembelian surat berharga oleh bank, tidak dibayarkan kembali. 
Demikian pula dengan kegagalan dari pihak peminjam (counterparty) akan 
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memberikan dampak yang besar pada permodalan bank, oleh karenanya Bank 
BRI Syari’ah Sidoarjo menerapkan sejumlah teknik dan kebijakan untuk 
meminimalisir Risiko Pembiayaan, yaitu: 
1) Pemeringkatan untuk pinjaman perorangan. 
2) Manajemen portofolio pinjaman 
3) Sekuritisasi 
4) Anggunan  
5) Pemantauan aliran dana 
6) Manajemen penyelamatan  
Pilar dari kesepakatan Manajemen Risiko mempersyaratkan bank 
untuk memasukkan unsur Risiko Pembiayaan, pasar dan operasional dalam 
hal penyediaan modal Bank yang harus dimiliki. Pada Manajemen Risiko ini 




b) Risiko Pasar 
Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada neraca serta 
pencatatan tagihan dan kewajiban diluar neraca6 (on-and off balance sheet) 
yang timbul karena pergerakan pasar atas asset bank, interest rate (gejolak 
suku bunga) dan foreign exchanges rate (gejolak nilai tukar valas), market 
volatility (gejolak pasar) dan market liquidity7 (likuiditas pasar). 
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Ada empat faktor utama yang menimbulkan risiko pasar, yaitu, risiko 
ekuitas, suku bunga, valuta asing, dan komoditas. Dengan demikian, secara 
umum dapat dikatakan bahwa risiko pasar ini bermula dari gejolak atas empat 
faktor utamanya. Gejolak ini menularkan pengaruhnya pada bank-bank yang 
sedang memiliki posisi pada empat faktor tersebut. Artinya, ketika bank tidak 
square atas empat faktor ini, maka bank akan peka terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi pada pasar. 
Bank-bank yang melakukan kegiatan operasionalnya di dalam 
lingkungan bisnis yang canggih namun memiliki likuiditas yang cukup, tentu 
akan terhindar dari risiko ini bila melakukan hedging. 
Namun bila bank gagal mencapai posisi aman, dan masih menyisakan 
risiko atas empat faktor utama tersebut, maka potensi kerugian pada bank 
sangatlah mungkin terjadi. Selanjutnya potensi kerugian inilah yang harus 
dipandang secermat mungkin oleh bank, sehingga sebuah bank akan mampu 
memenuhi persyaratan dari Bank Sentral, dalam hal ini adalah Manajemen 
Risiko. 
Bank akan melakukan perdagangan jual dan beli instrumen keuangan 
atas nama bank. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh 
keuntungan dari pergerakan pasar. Dalam hal ini tidak terkecuali bank BRI 
Syari’ah Sidoarjo, hanya saja karena syari’ah maka akad yang digunakan 







Untuk aktifitas perdagangan di bank secara normatif ada tiga srategi 
yang biasa dilakukan oleh perbankan8. Secara normatif karena, di BRI 
Syari’ah Sidoarjo tidak secara langsung melakukannya, akan tetapi cabang 
utamanya yang secara langsung melakukan, akan tetapi BRI Syari’ah Sidoarjo 
sebagai cabang pembantu juga merasakan dampak nya ketika terjadi gejolak 
di pasar. Tiga srategi itu adalah,  
1) Mactbook strategy 
Strategi yang pertama ini merupakan, strategi dengan risiko pasar 
yang sangat kecil, dengan cara mencocokkan seluruh posisi yang diterima 
dari nasabah secara tepat dengan posisi yang berlawanan secara internal 
atau sama persis terhadap bank lain. 
Risiko yang terjadi hanya pada saat terjadi transaksi antara satu 
nasabah dengan nasabah yang lain, atau satu nasabah dengan bank. Pada 
strategi ini bank hanya melakukan fungsi intermediasi antar pembeli dan 
penjual instrumen. Melalui strategi ini bank memperoleh keuntungan dari 
margin antara jual dan beli. 
 
2) Manage Position 
Dalam strategi pengelolaan posisi ini trading desk akan memiliki 
risiko pasar yang agak terbatas. Posisi dapat merupakan suatu hasil dari 
transaksi nasabah atau posisi yang dihasilkan berdasarkan pertimbangan 
traders untuk mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang sesuai 
dengan keinginannya. 
                                                 







3) Market Maker 
Strategi untuk menjadi penggerak pasar bagi suatu instrumen. Hal 
ini berarti bahwa pedagang akan melakukan kuotasi harga beli dan jual 
dalam suatu pasar dan perdagangan pada harga yang relevan dari sisi pasar 
(jual atau beli) yang dipilih pihak lawan. 
Strategi ini sangat bergantung pada kondisi pasar yang liquid pada 
dua sisi, yaitu penawaran dan permintaan, serta ada penggerak pasar yang 
lain sebagai penyangga jika terjadi risiko. 
Penggerak pasar mendapatkan keuntungan dari selisih kuotasi 
antara harga jual dan harga beli. Mereka juga akan mendapatkan 
keuntungan bisa menyesuaikan harga pasar secara langsung dari informasi 
yang didapatkannya. Untuk masalah harga yang dibuat, bank juga akan 
memperoleh keuntungan apabila pasar mengikuti harga yang dibentuk 
oleh penggerak pasar. Artinya bank bisa membeli paling awal dari harga 
terendah dan menjualnya pada harga paling tinggi.  
c) Risiko Operasional 
Risiko operasional merupakan risiko yang paling lama dikenal 
sekaligus paling sering dihadapi lembaga keuangan pada umumnya, lebih-
lebih dunia perbankan. Kesepakatan Manajemen Risiko secara spesifik 
mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko dari kerugian atau 
ketidakcukupan dari proses internal (manusia / sistem) yang gagal, atau 







 Sebagai sebuah konsep, operasional,  pastilah akan dihadapkan 
dengan berbagai persoalan yang mungkin akan terjadi karena kegagalan 
proses atau prosedur. 
Walaupun risiko operasional adalah risiko yang jamak dialami, namun 
secara definitif jenis risiko semacam ini tergolong paling sedikit. Risiko 
operasional memiliki banyak jenis, mulai dari penipuan dan kegagalan proses 
yang relatif sering muncul, sampai gempa bumi atau peristiwa kebakaran. 
Akan tetapi, dari definisi diatas, patut diduga bahwa risiko operasional, 
dapat menimbulkan pengaruh negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena 
kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam 
suatu kegiatan. Dalam Manajemen Risiko risiko operasional  dibagi menjadi 
tiga macam, yaitu, People Risk, Process Risk dan System And Technology 
Risk. 
2. Pilar Dua 
Jika Pilar satu memiliki parameter dan dampak yang jelas dan terukur 
terhadap bank. Pilar dua dan Pilar tiga juga merupakan elemen yang penting dalam 
Manajemen Risiko. Pilar dua menekankan pada proses review dalam rangka 
pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank memelihara tingkat 
permodalan yang sepadan dengan profil risiko mereka. Sedangkan pilar tiga 
mempersyaratkan bank untuk mengungkapkan informasi yang mencukupi untuk 
memfasilitasi pelaku pasar memahami risiko-risiko yang dihadapi bank yang 







Proses review dalam rangka pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa 
bank menghitung kecukupan modal mereka dikaitkan dengan keseluruhan risiko yang 
dihadapi dan pengawas menilai dan mengambil tindakan yang diperlukan guna 
merespon perhitungan modal yang dilakukan bank. 
Pengawas dapat meminta bank untuk menyediakan modal melebihi rasio 
permodalan minimum atau melakukan langkah-langkah perbaikan seperti 
memperkuat manajemen risiko terkait atau praktek-praktek lainnya. 
Pilar dua mempersyaratkan bank untuk melakukan test guna memperkirakan 
besarnya kebutuhan modal berdasarkan perhitungan IRB pada kondisi krisis. Hasil 
dari tes tersebut harus digunakan bank dan pengawas untuk memastikan bahwa bank 
memiliki permodalan yang mencukupi. 
Pilar dua memiliki empat prinsip utama yaitu: 
1) Bank harus memiliki proses untuk menghitung kecukupan modal secara 
keseluruhan berdasarkan profil risiko mereka termasuk strategi untuk 
memelihara tingkat permodalan; 
2) Pengawas harus mereview dan mengevaluasi strategi dan perhitungan 
kecukupan modal yang dilakukan secara internal oleh bank, dan kemampuan 
bank untuk memonitor dan memastikan kepatuhan terhadap rasio permodalan 
yang ditetapkan; 
3) Pengawas dapat meminta lembaga keuangan untuk beroperasi diatas rasio 
permodalan yang ditetapkan dan memiliki kemampuan untuk meminta bank 







4) Pengawas dapat melakukan intervensi secara dini untuk mencegah 
menurunnya modal bank dibawah batas minimum dean memastikan bahwa 
bank melakukan langkah-langkah perbaikan jika tingkat permodalan tidak 
dijaga atau kembali ke posisi semula. 
3. Pilar Tiga 
Pilar tiga menetapkan persyaratan pengungkapan yang memungkinkan pelaku 
pasar untuk menilai informasi-informasi utama mengenai cakupan risiko, modal, 
eksposur risiko, proses pengukuran risiko dan kecukupan modal bank. 
Dalam beberapa kasus, pengungkapan merupakan kriteria khusus dalam Pilar 
satu untuk mendapatkan pembobotan risiko yang lebih rendah atau untuk dapat 
menerapkan metodologi tertentu. Diharapkan akan adanya sanksi langsung karena 
tidak memenuhi persyaratan pengungkapan tersebut. Pilar tiga juga mendiskusikan 
peranan dari informasi yang bersifat material, frekuensi pengungkapan dan isu 
mengenai informasi rahasia atau yang bersifat khusus. 
Setelah perumusan tiga pilar diatas, ketika Manajemen Risiko diberlakukan, 
Bank BRI Syari’ah Sidoarjo harus menyediakan modal sebesar 8% terhadap aset 
tertimbang menurut risiko, dihitung sesuai dengan rumusan sebagai berikut:  
 Sebagai contoh, pada bulan juli 2009 Bank BRI memiliki jumlah modal 
sebesar 10 miliar, beban modal untuk risiko pasar sebesar 300 juta dan beban modal 
untuk risiko operasional sebesar 100 juta. Kebutuhan modal minimum untuk bank 
tersebut adalah:  







Hal ini berarti Bank BRI pada bulan juli 2009 tersebut harus menyediakan modal 
sekurang-kuranganya 1,2 miliar. 
Gambar 2 














ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO DALAM 
PRAKTEK MANAJEMAN RISIKO  
DI BRI SYARIAH SIDOARJO 
Istilah Manajemen Risiko adalah terminologi baru, dalam artian, tidak ada secara implisit 
di sebutkan dalam Fiqih. Seperti yang telah banyak dibicarakan dalam bab-bab sebelumnya, 
Manajemen Risiko merupakan kepanjangan tangan dari perbankan untuk meminimalisir semua 
bentuk risiko. Akan tetapi substansi dalam mu’amalah secara global, dalam bingkai ijtihad yang 
sesuai dengan qoidah: 
ﺎَﻬِﻤﻳِﺮْﺤَﺗ ﻰَﻠَﻋ ُﻞﻴِﻟَد ﱠلُﺪَﻳ نَا ﺎﱠﻟِا ُﺔَﺣﺎَﺑﻻِا ِتﺎَﻠَﻣﺎَﻌُﻤﻟا ﻰِﻓ ُﻞْﺻَﻻا  
memberikan gambaran penting, bahwa selama segala sesuatu yang berhubungan dengan 
mu’amalah, ketika tidak bertentangan dengan al Qur’an, Hadist atau pun pendapat para ulama’, 
maka hukumnya adalah boleh. 
Dalam perjalanannya, keberadaan sebuah Bank mutlak hukumnya, untuk menopang 
perekonomian sebuah bangsa, meskipun, harus diakui di sana sini ada yang harus kita benahi, 
khususnya masalah akad yang dipergunakan oleh perbankan. Selaras dengan kebutuhan tersebut, 
sistem Manajemen Risiko dalam perbankan mengalami perkembangan yang luar biasa, hal ini 
terbukti dengan keluarnya PBI  No. 9/15/PBI/2007 tentang Manajemen Risiko, tidak terkecuali 
Bank-Bank Syariah. Oleh karenanya pihak Bank harus pandai mereduksi risiko sedemikian rupa 
untuk menjadi sebuah keuntungan atau sebuah pengelolaan untuk meminimalkan risiko.  
Tiga pilar utama dari Manajemen Risiko, dalam hasil temuan di BRI Syariah Sidoarjo, 
merupakan wujud nyata dari unsur tanggungan, dengan penyertaan modal minimum 8% dari 




A. Analisis Manajemen Risiko 
Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perorangan, perseroan 
terbatas, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan untuk 
menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di 
berikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem 
pembayaran bagi semua sektor perekonomian1. 
Dalam hukum positif Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang 
mengatur jaminan dalam rangka melaksanakan sistem kehati-hatian (prudential) yang harus 
dilakukan oleh industri perbankan, termasuk perbankan syariah.  Peraturan perundang-undangan 
tersebut antara lain dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan UU No. 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, peraturan perundang-undangan 
Bank Indonesia dan KUH Perdata. Berikut akan disebutkan beberapa pasal perundang-undangan 
di atas yang terkait dengan pentingnya jaminan di perbankan: 
a. Dalam UU No. 10 tahun 1998 terdapat pada pasal 8 dan penjelasannya pasal 8 ayat (1) 
serta pasal 12 A ayat (1)2 berikut ini: 
“...Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum 
wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan 
kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan 
pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan” (pasal 8 ayat 1) 
“Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan Bank mengandung 
resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas 
perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk 
mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi 
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus 
diperhatikan Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, 
                                                 
1 Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, h. 7 




Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, 
agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.  Mengingat bahwa agunan sebagai 
salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah 
dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, 
agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit 
yang bersangkutan. Tanah........”(penjelasan pasal 8 ayat 1) 
“Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan 
maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik 
agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam 
Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan 
yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.(Pasal 12 A ayat 1) 
b. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva 
Produktif Bagi Bank Syariah pasal 2 (ayat 1) dan penjelasannya3: 
Penanaman dana Bank Syariah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan 
prinsip kehati-hatian. (Pasal 2 (ayat 1)) 
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman 
dana dilakukan antara lain berdasarkan: 1) .Analisis kelayakan usaha dengan 
memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (Character, Capital, Capacity, Condition 
ofeconomy & Collateral); 2). Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan 
dan kemampuan membayar. (Penjelasan Pasal 2). 
c. Dalam KUH Perdata pasal 1131 dan pasal 11324 berikut ini: 
“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik 
yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk 
segala perikatannya perseorangan.” (pasal 1131)  
Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 
mengutangkan padanya; pendapatan  penjualan benda-benda itu dibagi bagi menurut 
keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila di 
antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. (pasal 1132) 
Dari berbagai perundangan yang mengatur tentang regulasi dari perbankan, sangat logis 
ketika perbankan membuat aturan-aturan untuk meminimalkan risiko. Hanya saja yang menjadi 
persoalan, ketika aturan ini diterapkan di perbankan syariah, dalam hal ini BRI Syariah Sidoarjo. 
                                                 
3 PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah 




Secara otomatis akan bersinggungan langsung dengan mekanisme pasar uang yaitu, risiko 
ekuitas, risiko suku bunga, risiko valuta asing dan risiko komoditas. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Bank BRI Syariah Sidoarjo, mekanisme pilar 
pertama dari Manajemen Risiko, risiko pasar hanya dalam artian pengukuran fluktuasi nilai tukar 
rupiah yang berakibat pada kecukupan modal Bank (capital adequacy) merupakan keharusan 
sebuah Bank untuk memastikan tingkat solvency (mampu mengatasi masalahnya). Sebab, ketika 
Bank memiliki likuiditas yang mencukupi, maka dengan sendirinya akan mampu mengatasi 
risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Inilah yang diatur dalam Manajemen Risiko 
tentang semua risiko yang mungkin terjadi. 
Sebagaimana pembahasan diatas, Manajemen Risiko merupakan sebuah bentuk untuk 
mengetahui, menganalisis dan mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan transaksi perbankan. 
Dengan harapan, perbankan mampu mengantisipasi segala bentuk risiko, dan tidak hanya 
berhenti sampai disini, akan tetapi perbankan diwajibkan untuk selalu mencari pola terbaik dari 
Manajemen Risiko dengan melakukan evaluasi. 
Dalam sebuah transaksi, Bank pasti dihadapkan dengan dua hal, yaitu keuntungan dan 
kerugian. Kaitannya dengan risiko, Bank dituntut untuk memiliki manajemen yang bagus agar 
terhindar dari risiko kerugian yang besar, sehingga risiko dapat dihindari atau setidaknya di 
minimalisir. Salah satu cara Bank sentral menghindarkan risiko adalah membuat regulasi tentang 
Manajemen Risiko. 
Menurut hukum Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan baik. Lebih-lebih masalah 
transaksi mu’amalah. Ada ketentuan yang mengikat yaitu halal dan thayyibah, halal berkaitan 




Islam mengharamkan segala bentuk kebohongan (gharar), spekulatif/judi (maisyir) dan 
sejenisnya. 
Al-Qur’an sebagai sumber primer dalam hukum Islam menolak dengan tegas, semua 
bentuk transaksi yang mengandung unsur curang. Dalam artian ketika risiko dari setiap barang 
yang akan diperdagangkan (dan sejenisnya) menuju kepada hal-hal yang tidak jelas maka Islam 
akan menolak bentuk transaksi semacam ini. Seperti firman Allah dalam surat An Nisa’ Ayat 29. 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
Gharar akan terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan 
terjadi, hal ini merupakan proses penanggulangan secara sistimatis dalam transaksi Islam yang 
oleh masyarakat modern di sebut perlindungan konsumen. Malahan dalam Islam sangat menjaga 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar tidak di zhalimi. 
Kembali ke topik utama, bahwa risiko ketika tidak diatur dengan baik oleh Bank, maka 
akan menimbulkan kerugian pada Bank, secara otomatis akan berdampak pada uang nasabah. 
Lebih parah lagi kalau uang nasabah tersebut akan hilang ketika Bank dilikuidasi misalnya. 




akibat kecukupan modalnya tidak memenuhi standart Bank Indonesia. Yaitu Bank Century dan 
Bank Ifi. 
Jadi, menurut penulis, bahwa keberadaan Manajemen Risiko pada perbankan merupakan 
kebutuhan primer, untuk menjaga stabilitas Bank tersebut. Dalam satu kaidah disebutkan 
َﻣَﻟ ﺎَﻳ ﺎِﺘﱡﻢَﻮﻟا ِﺟاُﺐ ِاﱠﻟِﺑ ﺎِﻪَﻓ ُﻬَﻮَو ِﺟاُﺐ  
Artinya : Ketika sesuatu yang wajib tidak bisa dicapai kecuali dengannya, maka 
hukumnya juga wajib. 
َﻀﻟاَﺮُرُﻳ ْﺪَﻓُﻊِﺑ َﻘْﺪِرِﻟا ْﻣﺎَﻜِنﺎ  
Artinya : Segala madharat (risiko) harus di hindarkan sedapat mungkin. 
َﻀﻟاَﺮُرُﻳ َﺰُلا 
Artinya : Segala madharat (risiko) harus di hilangkan 
Manajemen Risiko merupakan salah satu faktor utama dari perbankan syariah, untuk bisa 
menjaga stabilitas dan meminimalisir risiko pada perbankan. Jadi hukum keberadaannya adalah 
wajib. 
 
B. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Di BRI Syariah Sidoarjo 
Sistem perbankan nasional pernah mengalami masa sulit ketika dihantam krisis 1998 
silam, bahkan dampaknya masih ada hingga hari ini. Lahirnya Arsitektur Perbankan Indonesia 
(API) pada 2004 serta diwarnai dengan gelombang penggabungan dan akuisisi sejumlah Bank 




pengamat menilai, buruknya Manajemen Risiko (risk management) kala itu, merupakan faktor 
paling utama dari sekian banyak masalah yang di alami perbankan. 
Saat ini, regulasi perbankan nasional terus bertumbuh, belajar dari pengalaman pahit 
1998, apalagi akhir-akhir ini krisis sempat mengancam di akhir 2008, dampak dari krisis 
keuangan di AS. Salah satu tujuannya, adalah untuk meningkatkan daya tahan Bank terhadap 
risiko yang makin beragam.  
Manajemen Risiko, merupakan hal yang krusial di era perdagangan bebas seperti 
sekarang, para praktisi perbankan mengakui bahwa mereka harus menaruh perhatian besar pada 
cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan 
loyalitas nasabah.  
Regulasi terbaru dari Manajemen Risiko pada Bank adalah PBI No. 9/15/PBI/2007. 
Aturan inilah yang menjadi dasar bagi BI dalam mengatur Bank umum untuk menerapkan 
Manajemen Risiko yang terintegrasi. Dengan lahirnya PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang 
Manajemen Risiko mau tidak mau Bank-Bank harus mulai mempersiapkan SDM dan teknologi 
pendukungnya. 
Manajemen Risiko merupakan pijakan bagi perbankan dalam penerapan Manajemen 
Risiko. Tapi, Manajemen Risiko dibuat hanya untuk Bank-Bank konvensional. Padahal, dalam 
bisnis perbankan di bumi Nusantara ini tidak hanya Bank konvensional, tetapi juga telah 
diramaikan oleh Bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Lantas, bagaimana penerapan Manajemen Risiko pada Bank-Bank syariah?  
Operasional perbankan syariah mempunyai perbedaan yang sangat mendasar jika 




pengecualian, sebab Manajemen Risiko, mempunyai dampak yang signifikan bagi Bank ataupun 
kepada ekonomi makro sebuah bangsa, jadi mau tidak mau harus diimplementasikan oleh Bank 
syariah kalau tidak mau hancur dihantam risiko. Memang sebuah tantangan yang tak ringan 
untuk dihadapi. 
Di samping harta yang dititipkan oleh nasabah kepada Bank merupakan komoditi, tetapi 
Bank tetaplah sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh atas harta tersebut, hal ini sesuai 
dengan firman Allah dalam surat an Nisa’ ayat 58 
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 
kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. 
Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh nasabah untuk pengelolaan sejumlah aset, 
harus mampu mengelola dengan baik agar harta tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pengelolaan 
disini termasuk meminimalisir risiko. 
Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem Manajemen Risiko Bank 
konvesional. Tentu saja disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang 
dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan Manajemen Risiko. 
Cara ini juga diterapkan kepada perbankan syariah, sesuai dengan PBI No.9/15/PBI/2007 Pasal 




Dalam satu kaidah disebutkan 
ﻟاَﺤَﺟﺎُﺔَﺗ ْﻨِﺰُلَﻣ ْﻨِﺰَﻟَﺔَﻀﻟا ُﺮْوَرِة  
Artinya : Hajat itu menempati tempatnya dharurat 
Kebutuhan Bank syariah akan regulasi tentang Manajemen Risiko sangat diperlukan 
adanya, meski didalamnya ada beberapa hal semisal Mactbook strategy, Market Maker  dan 
Manage Position  (dalam bab tiga telah dijelaskan) sesuai dengan pasal 12 ayat dua PBI No 5 
Tahun 2007 yang mensyaratkan perbankan syariah menyesuaikan akad yang kira-kira sejalan 
dengan syara’, gap analisis misalnya. 
Jadi karena kebutuhan, Manajemen Risiko  ditempatkan dalam posisi darurat, agar 
perbankan syariah juga mampu bersaing dan menjaga likuiditasnya, sambil menunggu aturan 
Manajemen Risiko yang benar-benar sesuai dengan syara’. Sebab saat ini, Islamic Financial 
Services Board (IFSB) tengah merumuskan prinsip-prinsip Manajemen Risiko bagi Bank dan 
lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada 15 Maret 2005, exposure draft yang pertama 
telah dipublikasikan. Dalam executive summary draft tersebut jelas-jelas disebutkan bahwa 
kerangka lembaga keuangan syariah mengacu pada Manajemen Risiko dan disesuaikan dengan 
karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.  
Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua 
bagian besar. Yakni, risiko yang sama dengan yang dihadapi Bank konvensional dan risiko yang 
memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko 




Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang menghantui Bank syariah pun 
menjadi berbeda.  
Belum lagi pembiayaan syariah yang bervariasi tentu memiliki karakteristik risiko yang 
tak kalah unik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bank syariah untuk mencari teknik yang 
jitu dalam mengelola risiko-risiko tersebut.  
Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, 
pengukuran, dan pengelolaan risiko pada Bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-
teknik standar yang digunakan Bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip 
syariah, tentu bisa diterapkan pada Bank syariah. Beberapa di antaranya, gap analysis, maturity 
matching, internal rating system, dan risk adjusted return on capital (RAROC)5.  
Di sisi lain, Bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang sudah tentu harus 
konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa menjadi batu 
loncatan kepada risiko-risiko lain yang ada di perbankan syariah.  
Jika bicara mengenai Manajemen Risiko, tentu Bank akan berhadapan dengan pemilihan 
instrumen finansial yang melindungi Bank dari risiko. Tantangan lain bagi Bank syariah adalah 
keterbatasan instrumen-instrumen finansial, seperti derivatif dan instrumen pasar uang, yang bisa 
digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko.  
Yang menjadi masalah adalah, penggunaan instrumen-instrumen tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan prinsip syariah. Sebab sampai sekarang sistem lindung nilai yang biasa 
digunakan oleh perbankan adalah semacam forward, spot, option dan swap. Yang dalam fatwa 





MUI, keempat instrumen itu hanya spot yang diperbolehkan. Untuk forward boleh asal dengan 
forward agreement6.   
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kalangan perbankan syariah. Harus ada 
mengembangkan instrumen finansial yang sesuai dengan khasanah Islam. Apa mau dikata, 
penelitian-penelitian mengenai Manajemen Risiko dalam konteks Bank syariah masih sangat 
terbatas. Tetapi, bukan berarti instrumen semacam itu mustahil disusun, di Indonesia ada DSN, 
jadi diharapkan DSN sebagai perwakilan perbankan untuk segera mengeluarkan fatwa tentang 
Manajemen Risiko yang layak diterapkan pada Bank-Bank syariah. 
Kembali pada konteks Bank BRI Syariah Sidoarjo. Penerapan Manajemen Risiko sudah 
pasti harus dilaksanakan dengan baik. Proses Manajemen Risiko dengan segala teknik yang 
digunakan harus dipahami oleh unit yang menangani Manajemen Risiko.  
Karena BI dan IFSB mengacu pada aturan Manajemen Risiko, pemahaman yang matang 
mengenai Manajemen Risiko Bank konvensional akan sangat membantu penerapan Manajemen 
Risiko di Bank BRI Syariah Sidoarjo. Meski instrumen perbankan syariah belum cukup matang, 
wajar mengingat masih tujuh belas tahun perbankan syariah ada di Indonesia, akan tetapi 
persaingan di era liberalisasi pasar saat ini, mengharuskan Bank BRI Syariah Sidoarjo atau 
perbankan syariah pada umumnya mempunyai nilai lebih dan profesional dalam mengelola 
risiko. Bank syariah perlu bergerak lebih cepat untuk dapat menerapkan Manajemen Risiko yang 
berkualitas. 
                                                 







1. Praktek Manajemen Risiko adalah penentuan persyaratan modal yang dimiliki 
bank yang berhubungan dengan risiko kredit, pasar dan operasional. Serta 
mengembangkan sensitivitas dari kerangka modal sehingga lebih 
menggambarkan risiko sesungguhnya yang dihadapi oleh bank. Manajemen 
Risiko menyatukan persyaratan modal minimum dengan peninjauan oleh 
pengawas (supervisory review) dan disiplin pasar (market discipline). Praktek 
lebih nyata adalah konsep tiga pilar dari Manajemen Risiko. Yaitu, Pertama,  
mitigasi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Kedua, Pengawasan 
pada pilar pertama. Ketiga, transparansi dalam hal informasi kepada nasabah. 
2. Bagi bank yang menerapkan Manajemen Risiko dapat memperkuat kestabilan 
sistem keuangan dengan jalan mendorong pengembangan manajemen resiko 
dan kecukupan modal perbankan. Selain itu juga penerapan Manajemen 
Risiko mempunyai dampak :   
a. Meningkatkan alokasi modal dan struktur permodalan yang kuat   
b. Meningkatkan standar transparansi  
c. Meningkatkan proses dan pelaksanaan pengawasan 
3. Tinjauan hukum Islam dalam hal ini sesuai dengan fatwa DSN No : 37/DSN-




terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI)  No. 9/15/PBI/2007 tentang 
Manajemen Risiko dalam sistem Hadge Fund di BRI Syariah Sidoarjo adalah 
diperbolehkan, mengingat kebutuhan bank atas regulasi ini. 
 
B. Saran 
Pemahaman yang matang mengenai Manajemen Risiko akan sangat 
membantu penerapan manajemen risiko di Bank BRI Syariah Sidoarjo. Meski 
instrumen perbankan syariah belum cukup matang, wajar mengingat masih tujuh 
belas tahun perbankan syariah ada di Indonesia, akan tetapi persaingan di era 
liberalisasi pasar saat ini, mengharuskan Bank BRI Syariah Sidoarjo atau 
perbankan syariah pada umumnya mempunyai nilai lebih dan profesional dalam 
mengelola risiko. Bank syariah perlu bergerak lebih cepat untuk dapat 
menerapkan Manajemen Risiko yang berkualitas. Lebih-lebih praktek manajemen 
risiko yang sesuai kaidah Islam, menjadi sebuah tanggungjawab moral dan 
momentum kebangkitan perbankan syariah untuk bisa merumuskan dan sekaligus 
menerapkannya. 
Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kalangan perbankan syariah. Harus 
ada mengembangkan instrumen finansial yang sesuai dengan aturan Islam. 
mungkin penelitian-penelitian mengenai Manajemen Risiko dalam konteks Bank 
syariah masih sangat terbatas. Tetapi, bukan berarti instrumen semacam itu 




perbankan untuk segera mengeluarkan fatwa tentang Manajemen Risiko yang 







Abdussalam, Abi Abdullah, Ibanatul Ahkam, Beirut Lebanon: Dar al Fikr , 2006 
Amirin, Tatang M., Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1995 
Ali, Masyhud, Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006 
Al Zuhayly,Wahbah, Al Fiqh al Islami Wa’adillatuh, juz V, Beirut : Dar al Fikr, 1989 
Al Taqiyuddin, Abi Bakar Ibn Muhammad, Kifayatul Akhyar, Semarang: Toha Putra, 
1996 
Buku JUKLAK BRI  
Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006 
Djojosoedarso, Soesno, Prinsip-Prinsip Manajemen dan Asuransi, Jakarta: Salemba 
Empat, 2003  
Tim DSN MUI, Himpunan Fatwa  DSN, Jakarta: Intermasa 2003 
Karim, Adiwarman A, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja 
Grafindo, 2007 
Majah, Sunan Ibnu (CD Hadis), Sunan Ibnu Majah, juz II, 
Munawir, A Warson, Kamus Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 
Muslehuddin, M, Sistem Perbankan Dalam Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1990 
Nata, Abuddin, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004 
Rosyidi, Suherman, Pengantar Teori Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996 
Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., KUH Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004 
    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
 
Sugiarto, Ferry N Idrus, Manajemen Risiko Perbankan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2006 
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, 
2008 
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005 
Sumadji P dkk, Kamus Ekonomi, Jakarta : Wacana Intelektual, 2006 
Syafe’i, Rachmat, Fiqh Mu’amalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001 
Syahdeni, Sutan Remy, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum 
Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafriti, 1999  
 Usman, Muchlis, Kaidah – Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: Raja Grafindo 
2002 
www.theceli.com, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 
tentang Perbankan 
Wawancara dengan Bapak Ubaidillah Acount Officer, bank BRI Syari’ah Sidoarjo 
www.infobank.com 
www.bi.go.id, PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank 
Syari’ah 
www.bi.go.id, PBI  No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajeman Risiko Dalam 
Perbankan Umum 
www.bi.com 
www.bri.com 
    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
 
